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BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN

Menimbang:

Mengingat

—

PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

bahwa  pengaturan Pemilihan, Pengangkatan, dan
Pemberhentian Kepala Desa telah diatur dalam Peraturan
Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan,
Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala  Desa
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor
12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan,
dan Pemberhentian Kepala Desa;

bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun
2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, maka Peraturan
Daerah sebagiaman dimaksud pada huruf a perlu di tinjau
dan disesuaikan kembali, yang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten
Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
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Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6321);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014
tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72
Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1221);
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10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun
2018 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentan Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun
2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1222);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2015
tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian
Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun
2015 Nomor 147, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Ciamis Tahun 2015 Nomor 25), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015
tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian
Kepala Desa Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun
2015 Nomor 147, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Ciamis Tahun 2015 Nomor 25);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun
2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2017 Nomor
10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor
56).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIAMIS

dan
BUPATI CIAMIS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 7 TAHUN
2015 TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis
Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan
Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Ciamis Tahun 2015, Nomor 147 Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Ciamis Tahun 2015 Nomor 25) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015
tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala
Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2017 Nomor
12), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

Pasal 2

Pemilihan kepala desa serentak dilaksanakan satu kali
atau dapat bergelombang.
Pemilihan kepala desa serentak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga)
gelombang dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
Pengelompokkan gelombang pemilihan kepala desa
serentak ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan
mempertimbangkan:
a. pengelompokkan waktu berakhirnya masa jabatan
kepala desa di daerah;
kemampuan keuangan daerah; dan/atau
c. ketersediaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan
Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan
untuk menjadi penjabat kepala desa.
Pemilihan kepala desa serentak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan pada hari yang sama di
seluruh desa.
Dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala desa dalam
penyelenggaraan pemilihan kepala desa serentak, Bupati
mengangkat Penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri
Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah.

2. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 27

Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
26 adalah:

a.

photo copy KTP Elektronik dan bagi yang belum memiliki
KTP Elektronik harus menyertakan keterangan terdaftar
pada Sistem Administrasi Kependudukan dari Instansi
Pengelola Kependudukan dan Pencatatan Sipil,
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surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha
Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas
segel atau bermaterai cukup;

surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan
Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia  Tahun 1945 mempertahankan dan
memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika yang dibuat oleh
yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai
cukup;

photo copy ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar
sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh
pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat
yang berwenang dan dibuktikan dengan memperlihatkan
ijazah asli atau surat tanda tamat belajar asli;

apabila ijazah asli atau surat tanda tamat belajar asli
pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada huruf d
hilang, maka harus menunjukan surat keterangan
kehilangan dari kepolisian dan surat keterangan dari
instansi terkait;

apabila ijazah asli atau surat tanda tamat belajar belum
terbit, maka dapat menggunakan surat keterangan lulus
dan ijazah dalam proses dari pejabat yang berwenang
sebagai pengganti kelengkapan persyaratan;

photo copy akta kelahiran yang dilegalisasi oleh instansi
terkait bagi yang belum di tandatangani secara
elektronik;

apabila akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada
huruf g hilang, maka harus menunjukan surat
keterangan kehilangan dari kepolisian dan surat
keterangan dalam proses dari instansi terkait dalam hal
belum diterbitkan kutipan akta kelahiran baru;
pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala desa
yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel
atau bermaterai cukup;

surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman
pidana penjara dengan putusan pengadilan, surat
keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara
berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana
yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5
(lima) tahun atau lebih dan surat keterangan tidak
sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan
pengadilan yang telah memenuhi hukum tetap dari
Pengadilan Negeri;

surat keterangan sehat dari dokter puskesmas; dan
surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak
pernah menjadi kepala desa selama 3 (tiga) kali masa
jabatan di atas kertas segel atau bermaterai cukup.

. surat pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara

berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap lebih dari 2 (dua) kali yang dibuat
secara tertulis/diketik oleh yang bersangkutan diatas
kertas segel atau bermaterai cukup.
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3. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)
(2)

(3)

(4)

(5)

Pasal 40

Lokasi TPS tersebar di setiap dusun dalam wilayah desa
setempat.

Jumlah Pemilih disetiap TPS ditetapkan oleh panitia
pemilihan paling banyak 500 orang.

Pemilih tunanetra, tunadaksa atau yang mempunyai
halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya
dapat dibantu oleh KPPS disaksikan oleh saksi calon.
KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib
merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.
Jumlah, lokasi, bentuk dan tata letak TPS ditetapkan
oleh panitia pemilihan dengan berpedoman kepada
Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

Cap/Ttd

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 11 Mei 2022
BUPATI CIAMIS,

Cap/Ttd

H.HERDIAT SUNARYA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 11 Mei 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

H. TATANG
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2022 NOMOR 7
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

PROVINSI JAWA BARAT: (4/41/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap/ttd

DENI WAHYU HIDAYAT, SH.
NIP. 19781209 200901 1 001
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

I. UMUM

II.

Peraturan Daerah tentang Pemilihan, Pengangkatan dan
Pemberhentian Kepala Desa merupakan pengaturan lebih lanjut dari
ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa dan Pasal 49 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun
2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. Peraturan Daerah ini mengatur
mengenai tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa, pemilihan kepala
desa antar waktu melalui musyawarah desa, pengangkatan kepala desa,
masa jabatan kepala desa, pemberhentian kepala desa, penjabat kepala
desa, biaya pemilihan kepala desa dan sanksi pelanggaran pemilihan
kepala desa.

Pemilihan kepala desa merupakan sarana pemersatu masyarakat
bukan untuk memecah belah serta merupakan sarana pendidikan politik
bagi masyarakat. Dalam arti yang sempit, pendidikan politik dapat
diartikan sebagai usaha sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik
masyarakat sehingga mereka memahami dan menghayati nilai-nilai yang
terkandung dalam suatu sistem politik ideal yang hendak dibangun.
Sedangkan dalam arti yang luas pendidikan politik diarahkan untuk
menyadarkan masyarakat akan hak dan kewajibannya sebagai warga
negara untuk ikut menentukan jalannya berbangsa, bernegara dalam
ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam rangka pemenuhan
terhadap prinsip demokrasi, maka pelaksanaan pemilihan kepala desa
dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil,
maka Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan,
Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan,
dan Pemberhentian Kepala Desa perlu ditinjau dan disesuaikan kembali.

PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Pasal 2



Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Masa 1 (satu) periode penyelenggaraan PILKADES SERENTAK adalah 6
Tahun.
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas
Pasal 27
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c
Cukup Jelas
Huruf d
Cukup Jelas
Huruf e
Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian yang dimaksud
adalah berupa salinan/photocopy berkas Surat Keterangan
Kehilangan dari Kepolisian.
Surat Keterangan dari Instansi Terkait merupakan Surat
Keterangan Kehilangan ijazah atau surat tanda tamat belajar/
Keterangan dalam proses penerbitan kutipan ijazah atau surat
tanda tamat belajar baru dari Instansi yang membidangi
kewenangan penyelenggaraan urusan pendidikan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
Huruf f
Cukup Jelas
Huruf g
Cukup Jelas
Huruf h
Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian yang dimaksud
adalah berupa salinan/photocopy berkas Surat Keterangan
Kehilangan dari Kepolisian.
Huruf i
Cukup Jelas
Huruf j
Cukup Jelas
Huruf k
Cukup Jelas
Huruf'1
Cukup Jelas
Huruf m
Cukup Jelas
Pasal 40
Cukup Jelas
Pasal II
Cukup Jelas
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